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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur’an sudah sesuai dengan UU Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan 

Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 

Hukum Daerah.  

2. Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Al Qur’an belum sepenuhnya menerapkan asas-asas peraturan 

perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving). 

Asas-asas yang belum terpenuhi tersebut adalah: 

a. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het justice orgaan) 

Materi yang diatur dalam Perda Prov. Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 

2007 adalah urusan agama dan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut 

adalah mutlak kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. 

b. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid) 

Asas ini juga tidak terpenuhi karena ada dua pasal dalam Perda tersebut 

yang tidak dapat dilaksanakan yaitu: Pasal 14 ayat (1) Setiap anggota 

masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai 
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membaca ayat Al Qur’an. Pasal 18 ayat (4) Apabila calon penganten 

belum dapat membaca ayat Al Qur’an sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1), maka proses pernikahannya ditunda sampai yang 

bersangkutan dapat memenuhi kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Berdasarkan pasal 2 tersebut, sangat jelas bahwa 

Pasal 18 ayat (4) bertentangan dengan ajaran agama Islam karena tidak 

ada satupun dalam dalil baik Al Qur’an maupun Sunnah Nabi 

Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. 

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (equality before the law/het 

rechts gelijkheidsbeginsel-) 

Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 18 Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2007 

menimbulkan perbedaan (diskriminasi) bagi siswa yang beragama Islam 

(muslim) untuk mendapatkan hak pendidikan lanjutan dan begitupun 

bagi calon penganten muslim yang diberikan persyaratan tambahan yang 

syarat tersebut tidak pernah diatur dalam ajaran agama Islam. Ditakutkan 

nanti akan nada dampak negatif terhadap masyarakat seperti: adanya 

perzinaan karena belum dapat melangsungkan pernikahan sementara 

calon penganten sudah merasa dekat dan berpergian kemana-mana 

berdua dan kemungkinan bagi siswa yang belum dapat membaca Al 

Qur’an lebih memilih sekolah diluar Provinsi Sumatera Barat. 
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B. Saran 

Adapun saran yang ingin saya sampaikan sebagi bagian dalam tulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membentuk Perda 

Pendidikan Al Qur’an adalah agar muslim Sumatera Barat dapat 

mengamalkan ajaran agama dengan baik seperti pandai membaca Al 

Qur’an. Namun untuk menhindari dampak negatif, yang dapat ditimbulkan 

akibat adanya kewajiban yang harus dilaksanakan seperti maraknya maksiat 

akibat belum dapat menikah karena harus memenuhi syarat pandai 

membaca Al Qur’an dan pindahnya siswa ke luar Provinsi Sumatera Barat 

diakibatkan karena belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya karena tidak pandai atau hal beberapa surat dalam Al Qur’an. Ini 

harus dipertimbangkan kembali, lebih baik membuat program pendidikan 

dan pelatihan Al Qur’an bagi calon penganten atau penganten baru serta 

siswa yang belum pandai membaca Al Qur’an. 

 


